BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil dan pemabahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni:

1. Kewenangan Pejabat Sementara dalam pengambilan kebijakan berdasarkan
Permendagri No. 1 Tahun 2018 antara lain memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah serta Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan
dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari
Menteri Dalam Negeri; dan Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
Dalam Negeri. Sedangkan kewenangan Pejabat Sementara (PJS) dalam
pengambilan kebijakan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan diantaranya hanya bersifat administratif seperti menandatangani
dokumen yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Kepala Daerah dan/atau tugas
administratif lainnya serta melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan
sebelumnya oleh pejabat defenitif yaitu Kepala Daerah yang sedang berhalangan
menjalankan tugas.

2. Perbandingan kewenangan Pejabat Sementara dalam pengambilan kebijakan
berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan yakni terletak pada batasan wewenang yang diberikan.

Menurut Permendagri No. 1 Tahun 2018 menjelaskan bahwa penjabat sementara
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kepala daerah mendapatkan kewenangan berdasarkan proses administrasi berupa
mandat dari pejabat pemerintahan di atasnya. Dalam hal ini, penjabat sementara
gubernur ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sedangkan penjabat sementara
bupati/wali kota ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atas usul gubernur.
Sedangkan menurut UU No. 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kewenangan pjs
memang dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis karena ia hanya bersifat

sebagai pelanjut roda pemerintahan bukan kepala daerah definitive.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan dapat di berikan beberapa saran penelitian
diantaranya:

1. Mengingat kedudukan Kepala Daerah sangat strategis dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah diharapkan bagi setiap Kepala Daerah yang terpilih untuk
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar menjalankan tugas dan
kewenangannya sesuai dengan yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang
Pemerintahan Daerah sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat
berjalan dengan baik.

2. Sebagai pejabat publik pengganti memiliki kewenangan yang sangat terbatas, baik
dari segi kewenangan itu sendiri maupun dari segi jangka waktu, oleh karena itu
perlu ada batasan kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang
(abbus power), atau apa yang dikhawatirkan oleh Lord Acton Power tends to
corrupt, but absolute power corrupts absolutely, maka diperlukan adanya batasan

atau aturan yang jelas.
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